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MENTERT

Menimbang

Mengingat

'URWOKERTO Di PURWOKERTO
DAN REPUBLIK

+ bahwa untuk melnksanmn Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12
‘Tingg

Tahun 2012 Tentang Pen , perlu menetapkan Keputusan
MenteriPendidikan _dan K:budaynn ‘tentang Izin Penyelenggaraan
Program Studi Pendidikan Dokter Program Sarjana (S-1) pada Universitas
Muhammadiyah Purwokerto di Purwokerto.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistein Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
ahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerimiah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubehan Atas Peraturan
Rt Nowe {7 T 2010 e Pergeboae, dsa
Penyelenggaraan kan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan lml.mn ‘Negara Nomor 5157);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembenivkan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa Lali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
Peraturan Presiden R:publ lik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugs, den Fungsl Kenmeneron Negaa sena Susunan
isasi, an Fungsi Eselon 1 Kemeneran Negara
seblgalmun: telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Repuclik indonesia Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

»




Peraturan Presiden Republlk lndonesu Nomor 8 Tahun 2012 tentang

. Keputusan Presiden R:pubuk lndonesla Nomor 84/P Tahun 2009
mengenai Kabinet Indonesia Bersatu I sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/P Tahun

2;

. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/M Tahun 2010
tentang  Pengangkatan  Direktur Jenderal  Pendidikan  Tinggi
Kementerian Pendidikan Nasional;

Peraturen Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Teta Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan

budayaan;

. Keputusan Menteri P:ndldlkm\ Nasional Nomor 234/U/2000 tentang
Padaman Pendiri ‘Tinggi;

8

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

© Surat
Pendidikan Tinggi

© Meml

Direl Kerja Sama_Ditien
omor | wsn—: E22/KL2013 unggm 19 Februari 2013;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TENTANG 1ZIN PENYELENGGARAAN ~PROGRAM  STUDI
PENDIDIKAN DOKTER PROGRAM ~ SARJANA (S-1) PADA
UNIVERSITAS ~ MUHAMMADIYAH ~ PURWOKERTO DI
PURWOKERTO.

n lzin penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter,
vmgmm Smmn (S-1) pada  Universitas Muhammadiyah Purwokerto di
Purwol

Izin Penyelenggnrm program studi sebagaimana dimaksud dafam dikium

ERTAMA hurus menghasikan lausan sesui dengan kompeensi kerja
dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diatur dalam
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 entang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto di Purwokerto, harus memenul

persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014,

Universitas  Muhammadiyah  Purwokerto d. Purwokerto,  wajib
menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA, paling lambet 1 (sau) bulan seteah
akhir setiap semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui
Koordinator Koordinasi Pecguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Apabila pemenuhan persyaretan dosen sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, dan laporan hasil penyelenggaraan program  studi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tidak disampaikan, dapat
mengakicaten dicabutnya izin penyelenggaran.




KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

: Universitss  Muhammadiyah Purwokerto di  Purwokerto,  wajib

menandatangani  surat  pemyataan bertanggung  jawab unwk
menyelenggaran program studi sesusi_dengan peraturan perundang:
undangan, dan kukan pencabutan izin

program studi setelah dinyatakan tidak layak reasrkan s v

: Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
dinyatakan memenuhi persyartan akreditasi minimal, dan perguruan tinggi
penyelenggara oz studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai
peraturan perundan;

+ Keputusan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2013
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